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Abstraet : This study examines the correlation between religions fundamentalism and attrtude
pwards public policies related 1o progressive Islamic thought. The respondents are Moslem and have
at beast graduated from senior high school, Religious fundamentalism scale (Altemeyer & Hunsberger,
20604) and attitude towards public policies related o progressive Islamic thought scale are used on 453
respondents. The result shows that religious fundamentalism has negative correlation with attitude
towards public pelicies related to progressive Islamic thought. On the other hand, educational level
has positive and significant correlation with attitude towards public policies relaled fo progressive

Islame thought
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PENDAHULUAN

Penelitian mengenai sikap merupakan salah
satu bahasan yang populer dalam psikologi sosial
Hal ini dikarenakan sikap dianggap berpengaruh
besar terhadap tingkah laku seseorang dan
merefleksikan cara seseorang memaknai dunia di
sekelilingnya (Oskamp & Schuliz, 2005). Sikap
sendiri didefinisikan sebagai kecenderungan
merespon dengan cara faverable {memihak
atan mendukung) maupun unfaverable (tidak
mendukung atau tidak memihak) terhadap objek
sikap tertentu (Oskamp & Schulte, 2005). Penclitian
ini akan mengkaji sikap terhadap kebijakan pubhk
vang berhubungan dengan pembarman pemikiran
Islam. Penulis menganggap penting dan menarik
untuk membahas sikap terhadap kebijakan publik
yang terkait dengan pembaruan pemikiran [slam
karena sejak keruntuhan rezim Orde Baru pada
tahun 1995, gerakan Islam kembali memainkan
peranan, Kebebaszan yang diperoleh pada masa

reformasi untuk mendirikan partai dan organizasi
sosial politik dimanfaatkan oleh sebagian kalangan
muslim untuk membentuk organisasi vang kembali
menyuarakan pencrapan syariat Islam. Muncul pula
berbagai kebijakan pemerintah terutama Pemenntah
Daerah vang dipengaruhi dan diadopsi dan hukum
agama, khususnya agama Islam (“Regulasi dan
Pluralisme™, 2008). Contohnya adalah Perda No.
6/2002 mengenal kewajiban berbusana muslim
di dacrah Solok, serfa Perda Noo6/2005 tentang
kewapban pandai baca tulis Arab di Enrckang,
Dalam penelitian ini, untuk mempermudah
penyebutan, kelompok Islam yang mendukung
dan memperjuangkan penerapan svarat [slam di
Indomesia dischut sebapai kelompok Islam radikal.
Kelompok Islam radikal ini berpandangan bahwa
syariat [slam adalah ajaran vang paling benar dan
selalu seswal, cocok, serta dapat diterapkan dalam
berbagai situasi dan kondisi walaupun berancka
ragam bentuk, corak, budava, dan peradaban
menvelimuti kehidupan umat manusia di muka bumi
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(Fahrullah, 2007), Menurut Rumadi, peneliti dari
Wahid-Institute (“Regulasi dan Pluralisme,™ 2008),
keinginan menerapkan syariat Islam ini terutama
disebabkan oleh gagalnya bangsa Indonesia
mencapai kemajuan sesuai yang diharapkan. Syariat
Islam disnggap sebagai sebuah alternatif solusi vang
pamit dicoba untuk menyelesaikan berbagai masalah
vang dihadapi bangsa Indonesia. Jumlah umat
Islam yang meropakan mayoritas di Indoncsia juga
mengmbah anggapan bahwa umat [slam memiliki
gk lebih besar untuk mengatur negara dengan
menerapkan aturan apamanya. Level pencrapan
syariat [slam ini menurut Rumadi juga bervariasi.
Mulal dari level keluarga (hukum perkawinan,
perceraian dan hak waris), nasional {zistem ekonomi
dan kevangan, misalnya bank syariah), level lokal
ritual keagamaan (pemakaian jilbab, judi, alkohal).
maupun hukom pidana (hukum cambuk).
Menariknya, di saat kelompok Islam radikal
semzkin berkembang dan sejumlah politisi sibuk
mengeluarkan peraturan bernuansa syariai Islam,
semakin banyak pula kalangan Islam moderat dan
liberal yang menyuarakan pembaruan terhadap
pemikiran Islam (Finkel, 2009). Kalangan Islam
pendukung pembaran ini, yang dalam penelitian
mi disebut dengan istilah kelompok Islam liberal,
cenderung mendukung kebijakan publik yang
memfasilitasi demokrasi dan phiralisme. Kelompok
Islem liberal im menganggap perlu dilakukannya
pembaruan dalam doktrin dan pemikiran [slam
z2r1a bercita-cita menycbharkan pemahaman Islam
vang lebih rasiomal. kontekstual, humanis, dan
pluralis {Abdalla, 2005). Kelompok Islam liberal
menganggap pendapat kelompok Islam radikal
bahwa syaral Islam adalah hukum wvang sudah
fnal, mutlak dan sempuma uniuk menyelesaikan
setiap masalah sosial politikk merupakan bentuk
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kemalasan berpikir. Pendapat ini juga dianggap
bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri
vang mengharuskan manusia menggunakan
akal secara kritis untuk menyelesaikan masalah
dalam kehidopan dunia, Kelompok Islam liberal
mengangrap bahwa ajarman Islam harus disesuaikan
dengan perkembangan zaman, dan tidak menerima
sesuatu vang disebut sebagai hukum Tuhan (baca:
hukum Islam) sebagai ketentuan yang baku, mutiak
dan sempurna, Contohnya: kelompok Islam likeral
menganggap pemberlakuan sanksi pidana dengan
hukum cambuk dan potong tangan sudah tidak
relevan untuk saat ini. Bentuk hukuman tersebut
dianggap schagai warisan bentuk penghukuman
masyarakat kuno yang dinilai sangat kejam. Islam
liberal menganggap lebih baik memberlakukan
teknik penghukuman yang sudah berkembang
seiring zaman dan lebih manusiawi, Esensi
penghukuman dinilai Islam liberal jauh lebih
penting dibandingkan bentuk penghukumannva.

Bagi kelompok Islam radikal, Islam liberal
dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap
cita-cita mereka mewujudkan Negara Islam vang
dimulai dengan menyuarakan dukungan terhadap
kebijakan publik vang berbasis svariat. Mereka
cenderung memberikan stigma negatif kepada
kaum Islam liberal dengan memberi label sebagai
Kaum “setan’ yang dicurigai berniat memecahbelah
umat Islam karena mempertanyakan pemahaman
agama mayontas wmat Islam vang dianggap sudah
mapan dan baku (Fahrullah, 2007}, Kaum liberal
Juga dianggap sebagai antek Barat vang ingin
mewwadkan ideologi kapitalisme dan sekularisme,
Pendekatan kaum liberal yang mengakui dan
meénggunakan berbagai pendekatan berdasarkan
perkembangan ilmu juga dianggap kurang Islami
{ Wahid, 2008).

Tabel 1. Perbedaan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991
dan CLD-KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) 2004

Pembahasan KHI 1991 CLD-KHI 2004

eszhsian perempuan  Perempuan  tidak  boleh Sebagaimana laki-laki, perempuan bolch

dalam perkawinan menjadi  saksi dalam menjadi saksi dalam perkawinan (pasal
perkawinan (pasal 25} 11}

Redudukan suami istri Suami adalah kepala Kedudukan, hak dan kewajiban suami istri

Pencen naflah

Eawin beda agama

keluarga dan istri adalsh ibo
rumah tangga (pasal 79)
Kewajiban suami (pasal 80
avat 4}

Mutlak ndak boleh (pasal
44 dan 61)

adalah setara (pasal 49)

Kewajiban bersama suami dan istri {pasal
51)

Boleh, selama dalam batas untuk mencapai
tujuan perkawinan (pasal 54)
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Contoh nyata pertentangan antara kelompok
radikal dan kelompok yang menginginkan
pembaruan dalam doktrin dan pemikiran Islam
adalah terkait rencana pengesahan Counter Legal
Dyrafi Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pada
tahun 2004, Pembuatan peraturan ini didasarkan
pada anggapan bahwa hukum sebelumnya yaim
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991
mengandung ketidakadilan. terlalu patriatkat,
ekskiusif, kurang sesuai dengan Hak Asasi Manusia
(HAM), dan sudah ketinggalan zaman. Oleh sehab
itu, perlu dibuat peraturan baru yang sifatnya
pluralis, lebih demolkratis, humanis, dan adil gender
(Wahid. 2008}, Tabel | sdalah daftar beberapa
peraturan dalam KHI 1991 yang dianggap perlu
direvisi dalam CLD-KHI 2004,

Pembusatan peraturan ini menuai pro dan kontra.
Pandangan yang kontra terutama berasal dari
tokoh organisasi keislamanan yang dikenal gigih
memperjuanglkan syariat Islam dalam tubuh negara,
seperti Majelis Mujahidin Indenesia (MMI), Front
Pembela Istam (FPI), Hizbut Thahrir Indonesia
(HTT), Majelis Ulama Indonesia (MUT), dan Dewan
Dakwah Islam Indonesia (DDA (Fahrullah, 2007).
Penolakan dilakukan dengan alasan secara prinsip,
peraturan tersebut dianggap berbeda denpan
pemahaman ajaran Islam arus utama vang dianut
masyarakat bahkan dianggap bertentangan dengan
ajaran Islam itu sendiri. Pembuatan peraturan ini
dicap ‘murtad’, dianggap sebagai "hukum setan’
dan ‘sesat’. Pendanaan pembuatan peraturan oleh
Asia Foundation juga menambah anggapan bahwa
pembuatan peraturan ini merupakan rekavasa
Barat untuk menanamkan ideologi sekular dan
memecahbelah umat Islam (Wahad, 2008).

Sedangkan pihak vang mendukung sebagian
besar berasal dari organisasi dan Lembaga Sosial
Masyarakat (LSM) yang mcnangami kekerasan
perempuEn serla memperjuangkan kesetaraan
dan keadilan gender, seperti Komnas Perempuan,
Fahmina-Institute, Lembaga Kajian Agama dan
Jender (LKA, Jurnal Perempuan, Pusat Studi
Wanita (PSW), Kalyana Mitra, Kapal Perempuan,
Solidaritas Perempuan, dan LBH Apik serta
Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memiliki
perhatian terhadap penegakan Hak Asasi Manusia
(HAM) dan pluralisme, seperti fnternational
Center for Isiam and Pluralism (ICIP), Indonesian
Conference on Religion and Peace (ICRF), The
Wahid-Institute, Jaringan Islam Liberal (JIL},
Lakpesdam-NU, Lembaga Kajian Islam dan Sosial
(LKiS), Desantara, Masyarakat Dialog Antar Agama
{(MADIA), sebagian kalangan pesantren, sebagian
akademisi dan sebagian ahli hukum ( Wahid, 2008).
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Para pendukung ini menganggap bahwa peraturan
tersebut telah berhasil memadokan hukum Islam
dengan kenvatasn demokrasi, pluralisme, hak asasi
manusia, dan keadilan gender, baik dalam tataran
metodologi maupun tumusan ketentuan hukum
Islam.

Pertentangan terhadap Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) di atas
memperlihatkan bahwa kelompok [slam di
Indonesia pada dua titik ekstrem diduduki olch
kelompok Islam liberal dan kelompok 1slam radikal.
Seperti vang sudah dikemukakansebelumnya,
kedua kelompok ini memiliki pemahaman Islam
dan cita-cita yang berbeda. Kelompok lslam
radikal mencita-citakan penerapan syariat Islam
di Indonesia, sedangkan kelompok Islam liberal
mengidealkan pembaruan dan pemahaman Islam
vang disesuaitkan dengan keadaan zaman dan
pluralitas masyarakat Indonesia. Keduanya berusaha
mencapai cita-cita vang diidealkannya melalui jalur
kekuasaan politik dengan cara mempengaruhi
kebijakan publik dan melalui budaya dengan
cara menyebarkan pemahaman keislaman mereka
seluas-luasnya kepada masvarakat melalui media.

Penulis menduga, salah satu variabel yang
mempengaruhi perbedaan sikap terhadap kebyakan
publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran
Islam adalah tingkat Religious Fundamentalism
(RF). Relizious Fundamentalism didefinisikan
sehagai keyakinan terhadap kebenaran literer yang
mutlak di dalam agama {Altemeyer & Hunsberger,
1992). Keyakinan ini membuat seorang resfgious
fundamentalist merasa bahwa ajaran agamanya
yang telah berusia ratusan bahkan ribuan tahun
merupakan satu-satunya kebenaran dari Tuhan
yang sudah baku dan tidak dapat diubah sesuai
dengan zeman. Ajaran agamanya dianggap selalu
sesual untuk menyelesaikan setiap persoalan di
dalam masvarakat terlepas dari konteks ruang dan
walktu,

Berdasarkan definisi RF, diduga adanya
kecenderungan kelompok Islam radikal untuk
menganggap bahwa hukum Tuhan (baca: hukum
Islam) vang sudah berusia ratusan tabun sebagai
sebuah ketentnan final, sempurna, dan selalu
cocok untuk menyelesailan setiap persoalan sosial
politik terlepas dari konicks muang dan wakiu
mencerminkan tingginya tingkat RF. Sebaliknya
pada kelompok Islam liberal yang mendukung
pembaruan dan menginginkan kebijakan sesuai
dengan kondisi masyarakat Indonesia yang
majemuk serta disesuaikan dengan perkembangan
zaman diduga mencerminkan rendahnya tingkat
RF.
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Penulis memperkirakan, semakin tinggi tingkat
refigions fundamentalism semakin negatif’ sikap
terhadap kebijakan publik yang terkait dengan
pembaruan pemikiran Islam, sehaliknya semakin
rendah tingkat religions fimdamentalism seseorang
semakin positif sikap terhadap kebijakan publik
vang trkait dengan pembaruan pemikiran Islam,
Penulis menduge refigious fundamentalism juga
mervpakan prediktor sikap terhadap kebijakan
publik vang terkant dengan pembaruan pemikiran
Islam, sehingga penulis mengajukan hipotesis
sebagai berikut,

Hipotesis 1: Refigions findamentalism berkorelasi
negatif dengan sikap terhadap
kehijakan publik yang terkait dengan
pembaruan pemikiran [slam,

Hipotesis 2 : Religious fundamentalizsm merupakan
prediktor sikap terhadap kebijakan
publik vang terkait dengan pembaruan
pemikiran Islam

Pembaruan Pemikiran Islam
Dalam agama [slam terdapat tiga sumber hukum

vang dianggap sebagai pedoman hidup yaitu:

Ly Al-Curan, Al-Curan dipercaya sebagai kalam
Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab
dengan perantaraan malaikat jibril {Azyvumardi,
2002). Al-Quran dipercaya oleh umat Islam
sebagai sumber hukum yang mengandung
kebenaran mutlak.

2} Sumnah. Sunnah sering juga disebut schagai
Hadist. Sunnah adalah sesuatu vang diambil dari
Mabi Muhammad SAW vang terdin dari sabda,
perbuatan dan persetujuannya (Siba’i, 1991),
Sunnah ini bersifat tidak mutlak dan berfumgsi
sebagai penguat serta pelengkap hukum vang
sudah ditetapkan di dalam Al-Quran.

3y Ijtihad. Ijtikad adalah usasha vang
sungguh-sungguh denpan menggunakan
akal sehat dan pertimbangan matang untuk
memutuskan suvatu perkara yang tidak
ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah
(AL, 1998). Perbedaan utama kaum pembaru
dalam pemikiran Islam dan pihak yang
tidak mendukung pembaruan terkait dengan
interpretasi terhadap peranan sumber hukum
lslam yang ketiga, yaitu jjrihad. Kalangan
vang mendukung pembaroan pemikiran [slam
merasa perlu dilakukan ffeikad seluas-luasnya
terhadap berbagai hal di dalam Islam. [jrihad
dianggap dapat menyelamatkan Islam dari
pembusukan dan dapat berkembang sesuai
dengan tuntutan zaman (http:Yislamlib.¢

halamen/tentang-jil/). Sedangkan bagi kalangan
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konservatif vang tidak mendukung pembaruan
Islam, peraturan agama yang sudah terkandung
dalam syariat Islam adalah sesuatu bal vang
dianggap baku dan mutlak {Fahrullah, 2007,
Kalangan konservatif ini menganggap bahwa
proses [jtikad sudah tertutup baik secara
terbatas maupun secara keseluruhan,
Kelompok Islam radikal dan Tslam liberal
memiliki dampak besar terhadap masyarakat
karena kedua kelompok yang saling bertentangan
i, berusaha untuk menyebarkan pandangannya
kepada masyarakat melalui jalor keltural {media)
maupun melalui jalur politik (“Regulasi dan
Plaralisme,” 2008), Jalur kultural {media)
dilakukan dengen menyebarkan pandangan
dan interpretasi keagamaan mercka, sehinzga
semakin banvak warga masyarakat yang memiliki
pandangan vang sama. Lewat jalur politik
mereks berusaha mempengaruhi kebijakan
publik. Kelompok Islam redikal memperjuangkan
aturan-aturan yang bernuansa syariat guna
mengubah negara Indonesia dari negara demokrasi
menjadi negara Islam (Finkel, 2009), Sedangkan
kelompok Islam liberal menghendaki dibuatnya
peraturan yang disesuaikan dengan kondisi
masyarakat Indonesia yang pluralis, menjunjung
tinggl demokratis dan sangat mendukung persturan
yang disesnailan dengan kondisi zaman {Abdalla,
2003). Meskipun Indonesia secara resmi adalah
negara demokratis, diberlakukannya stonomi
dacrah setelah Orde Baru memberi peluang
kepada Pemerintah Dacrah untuk menetapkan
sendirl peraturan di daerahnya vang bernuansa
syariat. Selain Aceh yang memang menjadi dacrah
istimewa dan secara formal mengadopsi hukum
syariat, tercatat lebih dari 30 pemerintah daerah
di Indonesia sudah menerapkan berbagai peraturan
terkait dengan syariat (“Regulasi dan Pluralisme™,
2008). Peraturan Daerah bernuansa syanat ini, di
antiranya bensi mengenai pelacuran, perjudian,
perzinghan dan minuman keras. Misalnva Perda
Mo, 272004 mengenai pencegahan, penindakan
dan pemberantasan maksist di Padang Pariaman,
dan Perda No. 30/200]1 mengenai pelarangan
peredaran dan penggunaan minuman keras di
Indramayu. Peraturan Daerah yang mewajibkan
perempuan untuk mengenakan jilbab scperti aturan
penggunzan Jilbab untuk pegawai negeri di Sinjai,
[nstruksi Bupati No. 04/2004 mengenal pemakaian
busana muslim bagi siswa dan mahasiswa di
Sukabumi. Peraturan mengenai kewajiban pandai
baca tulis Arab, misalnya Perda No. 102001
tentang wajib baca Al-Quran untuk siswa dan
pengantin di Solok.
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Sikap terhadap kebijakan publik yang terkait
dengan pembarvan pemikiran lslam im dilihat
dari seberapa besar dukungan responden terhadap
kebijaksanaan publik vang sesuai dengan pandangan
1slam liberal vaitu peraturan yang memfasilitasi
demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan
keadilan gender serta sehérapa besar responden
menolak peraturan-peraturan yang sesuai dengan
syariat Islam seperti pemberiakuan hukum rajam,
dan kewajiban memakai jilbab. [lem-item untuk
mengukur pembaruegn pemikiran Islam dalam
penelitian ini merujuk pada beberapa isu kebijakan
publik vang hangat dipertentangkan di media masa
antara kelompok liberal dan kelompok radikal.
[tem-item pengukuran pembaruan pemikiran Islam
selain menujuk pada peraturan yang dipertentanglan
oleh kelompok Islam radikal dan kelompok Islam
liberal datam Counter Legal Draft Kompilasi
Hikum Islam {CLD-KHI) {2004) yang ch antaranya
berkaitan dengan kesetaraan kedudukan pria dan
wanita dalam ruomah fangza, ketidaksetujuan
terhadap poligami, dan hak perempuan menjad
saksi dalam perkawinan, item-item dalam penelitian
ini juga merujuk pada isu-isu dalam survel nasional
Lembaga Survei Indonesia (LST) vang terkait dengan
radikalisme Islam di Indonesia. Ttem-itemn dalam
survel LSI ini di antaranya berhubungan dengan
ketidaklavakan perempuan menjadi pemimpin,
pandangan bahwa bunga bank il termasuk riba, dan
bersifat haram, serta kepantasan memberi hukurman
rajam dan potong tangan bagi penzing dan pencuri.
Sebagian item-item lagi merujuk pada beberapa
artikel yang mengulas beberapa kebijakan yang
dipertentangkan antara kelompok Islam radikal dan
Islam liberal seperti pandangan terhadap kelusrga
berencana, dan pandangan bahwa moralitas dapat
meningkat seiring dengan kewajiban mengenakan
jilbab dan pandai baca tulis Arab. Sikap terhadap
kebijakan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang
menarik untuk dibahas karena besarmya dubungan
masyarakat terhadap kebijakan vang terkait dengan
pembarvan pemikiran Islam mencerminkan
arah perjuangan bangsa Indonesia, apakah dapat
memfasilitasi keadaan masyarakat Indonesia
yvang majernuk ataukah cenderung berpibak pada
sebagian kelompok saja.

Refigions Fundamenitalism

Istilah “fundamentalism™ berasal dari
seperangkat pamflet yang diterbitkan pada awal
abad ke 20 yang berjudul "The Fundamentals™
{ Altemeyer & Hunsberger, 2005; Summers, 2006).
Tulisan ini dibuat oleh para sarjana dan pendeta yang
awalnya diterbitkan di Amerika Serikat, Tulisan
ini kemudian didistribusikan ke seluruh dunia,

Vol. 2, 2001

“The Fundamentals” adalah bentuk sanggahan
terhadap kritikan dari pihak-pihak yang meragukan
kredibilitas Kitab Suci geiring berkembangnmya
pola pikir modern pada pertengahan abad ke 19.
“The Fundamentals™ berisi doktrin-doktrin Kristen
vang disnggap harus dijunjung tinggi. Istilah i
pada awalnya hanva merujuk pada findamentalisi
agama dalam Kristen Protestan yang menolak
madernisme. Kelompok fimdamentalism m juga
menganggap umat manusia pada zamannya sudah
menyimpang dari ajaran Kitab Suci, sehingga
mereka menghendaki manusia kembali kepada
ajaran Kristen seperti yang terkandung di dalam
Alkitab. Fundamentalism agama ini juga dapat
diartikan sebagai gerakan fundomentalism yong
menolak sekularisme.

Altemeyer dan Hunsberger (1992)
mendefinisikan Religions Fundamenjaiism (BF)
sebagai keyakinan terhadap kebenaran literer vang
mutlak di dalam agama, Lebih lengkapoya, refigiows
fundamentalisn (RF) didefinisikan sebagai

the hellef that there iz one set of religious

teachings that clearly coniaing the fundamental,

Basic, imtrinsic, essential, inerrant truih

about humanity and deity; that this truth s

Sfundamentally opposed by forces of evil which

mist he vigorously fought; thar this trust must

ke followed roday according to fundamenicl,
unchangeable praciices of the past; and that
those who believe and follow these fundamental
tecrchings have a special relationship with the
deity (Altemeyer & Hunsberger, 1991 hal.

118,

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat
ciri=cirl utama seorang refigious fundamentalist
sebagar berikut.
1y Memiliki kepercavaan bahwa agamanya

merupakan satu-satunya petunjuk vang paling

lengkap dan benar mengeénai kemanusiaan
dan Tuhan. Seorang religious fundamentalist
memiliki pérasaan terancam dengan pandangan
dan nilai-nilax baru vang dianggap dapat
mengancam kemutlakan ajaran agamanya
geperti modernisme. Pandangan dan nilai yang
dianggap mengancam tersebut kemudian dilabel
sebapai perbuatan setan vang harus dilawan,

Sedangkan bagi mon-fundamerntalisy, terdapat

sumber kebenaran lain selain agama. Pandangan

dan nilzi baru belum tentu dianggap sebagai
ancaman yang harus dilawan, namun seringkali

Jusiru diamggap sebagai sebuah komoditas yang

dapat memperkaya pemahaman terhadap agama

dan mensejahterakan manusia,
2} Praktek keagamaan yang telah berusia rafusan
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bahkan ribuan tahun lalu, merupakan ajaran

vang sudah baku dan tidak bisa diubah sesuai

dengan perkembangan zaman. Ajaran tersebut
dianggap sebagai paket yvang baku untuk
mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan,

Seseorang haros mengikuti ajaran baku tersebut

supava hidupnya berarti dan tidak sia-sia,

3} Seorang fimdamenialist merasa dirinya memiliki
relasi khusus dengan Tuhan karena merasa
dirinva adalah orang yang paling berbakti dan
pengikut hukum-hukum Tuhan yang paling
setia. Mercka akan mendapatkan pahala dari
Tuhan, sedangkan selain orang-orang yang
memiiiki pandangan vang sama dengannya akan
mendapatkan hukuman dan siksaan.

Alat ukur religious fiundamentalisie dibuat oleh
Altemeyer dan Hunsberger pada 1992 kemudian
direvisi pada tahun 2004 karena dianggap belum
mencakup semua aspek fimdamentalism seperti
vang scharusnya tercantum di dalam definisi,
Hampir sebagian besar item dianggap mengukur
aspek “merasa kelompoknya yang paling spesial”.
Kecenderungan ini ditakutkan justra mengaburkan
fujuan pengubkuran refigious findamentolivm sesuai
dengan definisi, dan menjadi overfap dengan
pengukuran etnosentrisme. Darl hasil revisi oleh
Altemeyer dan Hunsberger {2004) dipercleh
tiemn-item yang lebih baik dalam internal konsistensi
dan korelasi antaritem serta lebih mencakup
seseluruhan definisi. Item-item revisi ini juga
memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang sama.
Hasil analisis faktor memperfihatkan bahwa skala
religions fundamentalism revisi hanya mengukur
sati konstuk yang diharapkan sudah tercangkup
di dalam keseluruhan definisi yang dicantumkan
oleh Altemeyer dan Hunsberger (1992). Hood,
Hill dan Williamson (2005) berpendapat bahwa
skals religious fundamentalism Altemeyer dan
Hunsberger yang sudah direvisi, bersifat coment-free
sehingga dapat mengidentifikasi frundmrentalism
dalam semua kepercayaan tadisional, tidak hanya
untuk agama Kristen Protestan,

METODE

Responden

Responden penelitian ini adalah masyvarakat
umum, karena sesual dengan tujuannya, penelitian
i ingin melihat sikap masyarakat terhadap
zebijaken publik yang terkait dengan pembsaruan
pemikiran [slam. Peheliti menentukan dua
Karakreristik utama responden vaitu berpendidikan
minimal SMA dan sedcrajat serta beragama Islam.
Penulis menganggap perlu menetapkan standar
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minimal pendidikan bagi responden karena penulis
berasumsi responden dengan tingkat pendidikan i
bawah SMA dan sederajat akan kesulitan menjawah
item-itemn dalam kuesioner yang cenderung bersifat
abstrak. Agama Islam dijadikan salah satu svarat
responden karena variabel terikat dalam penelitian
ini ingin mengetahui sikap terhadap kebijakan
publik yang terkail dengan pembaruan pemikiran
Islam, sehingga secara spesifik item-itemnyva pun
merujuk pada kebijakan publik vang terkait dengan
peraturen dalam agama [slam. Pemahaman terhadap
item-item kuesioner diasumsikan hanya bisa
dipahami eleh responden yang beragama Islam.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini
dilakukan dengan tehnik sampling accidental yait
pengambilan sampel yang dianggap paling lersedia,
sesuai dengan kniteria responden penelitian,

Instrumen

Religious fundamentalism (RF) divkur dengan
mengpunakan alat ukur RF darn Altemeyer dan
Hunsberger {2004). Berdagarkan uji coba terhadap
41 responden, diperoleh skor reliabilitas skala ini
sebesar 0,860 (L0 item). Sebelum digunakan, alat
ukur BF diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
dan dilakukan bock tranglation untuk mengecek
kesamaan makna antara hasil terjemahan dan skala
ashinya. Back mranslarion dilakukan oleh rekan
penulis yang dianggap memiliki kemampuan bahasa
Inggris dan bahasa Indonesia yang cukup baik.

Sikap terhadap kebijakan publik vang
terkait dengan pembaruan pemikiran Islam
diukur berdasarkan sikap responden terhadap
kebijakan-kebijakan publik yang didukung oleh
pembaruan pemikiran Islam. Alat ukor ini memiliki
skor reliablitas sebesar 0,928 (19 item). Penulis
membuat sendiri item-item dalam skala tersebut
berdasarkan studi pustaka yang berhubungan
dengan kebijakan publik yang terkait dengan
pembaruan pemikiran Islam. Expert judoment
dilakuken untuk mengecek validitas permukaan
item-itern di dalam alat vkur penelitian ini.

Kedua alat ukur ini menggunakan skala Likert
dengan pilihan skor 1 sampai 6. Memilih | berarti
sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, 3 apak
tidak setuju, 4 mencerminkan agak setuju, 5 sefuju,
dan 6 berarti sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Anahsis data statistik deskriptif, analisis
korelasi dan regresi menggunakan seffware
analisis statistik SPS5 16, Secara spesifik untuk
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mengetahui hubungan antarvariabel dilakukan
apalisis #tatistik dengan menggunakan Korelasi
bivarat.

HASIL

Penulis menyebarkan 540 kuesioner dan
terkumpul sebanyak 493 kuesioner, Namun
penulis hanya bisa menganalisis 433 kuesioner, 4()
knesioner tidak dapat digunakan karena responden
tidak sesuai dengan kriteria penelitian atau karena
responden tidak mencantumkan agama dan tingkat
pendidikannya. Kedua variabel ini dianggap
penting wntuk diketahui karena penulis berasums
responden dengan tingkat pendidikan di bawah
SMA dan sederajat akan kesulitan menjawab
item-item dalam kuesioner yang cenderung bersifat
abstrak. Agama Islam dijadikan salah satu syarat
responden karcna vanabel terikat dalam penelitian
ini ingin mengetahui sikap terhadap kebijakan
publik yang terkail dengan pembaruan pemikiran
Islam, sehingga secara spesifik item-itemnye pun
merijuk pada kebijakan publik yang terkait dengan
peraturan dalam agama Islam. Pemahaman terhadap
item-item kuesioner dizsumsikan hanya bisa
dipahami oleh responden yang beragama |slam,

Berdasarkan jenis kelamin, data penelitian
memperlihatkan bahwa responden perempuan
berjumlah 277 (61,1 %); laki-laki 157 (34,7 %a)
dan tidak mencantumkan 1% (4,2 %), Sedangkan
berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar
responden berpendidikan SMA sederajat (70.1 %),
Data responden terkait dengan tingkat pendidikan
dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

SMA sederajat 304 70,1 %
D2 2 0,2 %
3 12 33%
51 | 6 23,4 %
52 26 5,7 %
53 3 0,7 %

Berdasarkan analisis statistik deskriptif,
diperoleh nilai mean refigious fundamentalism
sebesar 4,739, dengan standar deviasi 0,787,
Sedangkan sikap terhadap kebijakan publik
vang terkait dengan pembaran pemikiran Islam
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memperaleh mean 3,086, dengan standar deviasi
0,231,

Eorelasi antara refligions fimdamentalism dan
sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan
pembarcan pemikiran Islam menunjukkan bahwa
keduanva berkolerasi negatif secara signifikan
i(p = -0,442, p<0,01). Hal ini menandakan bahwa
pertambahan 1 poin pada religious fundamentalism
menyebabkan berkurangnya 4,42 poin pada sikap
terhadap kebijakan publik vang terkait dengan
pembaruan pemikiran Islam. Dengan demikian,
hipotesis | yang berbunyi religious fundamentaliom
berkorelasi negatif dengan sikap terhadap kebijakan
publik yang terkail dengan pembaran pemikiran
Islam dinyatakan diterima.

Perhitungan regresi religions fundamentalism
dan sikap terhadap kebijakan publik yang terkait
dengan pembaruan pemikiran Islam menunjukkan
bahwa secara signifikan variabel religious
Sfiendamentalism dapat memprediksi sikap terhadap
kebijakan publik vang terkait dengan pembaruan
pemikiran lslam sebesar 19.6 %, F (1, 451) = 109,
TRZ, p<, 01, R*=0,196, Oleh karena itu, hipotesis 2
vang menyatakan bahwa religions fundamentalism
merupakan predikior sikap terhadap kebijakan
publik vang terkait dengan pembanian pemikiran
Islam dinyatakan diterima.

Penemuan tambahan dalam penelitian ini
memperiihatkan bahwa tingkat pendidikan secara
signifikan berkorelasi positif dengan sikap terhadap
kehijakan publik yvang terkait dengan pembaruan
pemikiran Islam, F (5, 447} = 10,714, p=<0.01.
Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin positif
sikap terhadap kebijakan publik yang terkail dengan
pembarean pemikiran Islam, sebaliknya semakin
rendah tingkat pendidikan semakin negauf sikap
terhadap kebijakan publik vang terkail dengan
pembaruan pemikican [slam

SIMPULAN

Dukungan terhadap kebijakan vang sesuai
dengan pembaruan pemikiran Islam vaitu kebijakan
vang cenderung mendukung pluralisme, demokmasi,
dan disesuaikan dengan perkembangan zaman
serta keadsan bangsa Indonesia yang majemuk
terbukti sangat kuat dipengaruhi oleh keyakinan
seseorang terhadap kebenaran literer di dalam
agama. Seseorang yang menganggap bahwa
agamanya merupakan sato-satunya sumber
kebenaran baku yang tidak boleh diperdebatkan
lagi ditemukan cenderung mendukung kebijakan
publik berbasis syariat karena menganggap
hukum Tuhan (hukum Islam) bersifat baku dan
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sempurna dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Sedangkan seseorang vang mengakui kebenaran di
luar Dteratur agama (termasuk ilmu pengetahuan)
serta mengandalkan akal pikiran manusia untuk
menyelesaikan berbagai persoalan, terbukti
cenderung mendukung kebijakan yang sesuai
dengan pembaruan pemikiran Islam,

DISKLUSI

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat
pendidikan ternyata berbubungan erat dengan sikap
rerhadap kebijakan publik yang terkait dengen
pembaruan pemikiran Islam, Hal ini kemungkinan
besar berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis
dan analitis yang semakin berkembang seiring
denigan bertambahnya tingkat pendidikan seseorang
{Otis & Al'cock, 1982). Pembarvan pemikiran
lslam yang diusung oleh Islam liberal memang
mengutamakan §rihad (penggunaan akal) dan sikap
krtis dalam menyelesaikan berbagal masalah di
dunia, sehingga tidak mengherankan jika semakin
unge tingkat pendidikan, semakin positif sikap
terhadap kebijakan publik yang terkait dengan
pembaruan pemikiran Islam. Dengan mengontrol
tngkat pendidikan diperoleh hasil bahwa religions
fundamentalism sendiri sedah merupakan prediktor
vang kuat pada sikap terhadap kebijakan publik
vang terkait dengan pembamazn pemikiran Izlam,
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